
 
 

 

 

 

 

 

WALIKOTA TANJUNGPINANG 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 

NOMOR  1  TAHUN 2019 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH                            

TAHUN 2018-2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TANJUNGPINANG, 

Menimbang :  a.  bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan 

Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4112); 

 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421);  

 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014     

Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 



 
 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara   

Republik   Indonesia  Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

 8. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kota 

Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 

2017 Nomor 14); 

 Dengan Persetujuan Bersama 
 

  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 

 dan 

 WALIKOTA TANJUNGPINANG 

 MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1.  Daerah adalah Pemerintahan Kota Tanjungpinang. 



 
 

2.  Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan degan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

3.  Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya 

disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional 

untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

5.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya 

disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional 

untuk periode 5 (lima) tahun. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang 

yang selanjutnya disingkat RPJPD Kota Tanjungpinang adalah dokumen 

perencanaan pembangunan daerah Kota Tanjungpinang untuk periode 

20 (dua puluh) tahun. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungpinang 

yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Tanjungpinang adalah dokumen 

perencanaan pembangunan daerah Kota Tanjungpinang untuk periode 5 

(lima) tahun. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang 

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung 

sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018–2023 

yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 

tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. 

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra 

PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 

(lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. 



 
 

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD 

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah 

hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan 

arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan 

kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang 

wilayah. 

14. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

15. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena 

dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat 

penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan 

tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. 

16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 

akhir periode perencanaan. 

17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

18. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. 

19. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh 

instansi pemerintah dalam rumusan yang Iebih spesifik, terukur, dalam 

kurun waktu yang Iebih pendek dari tujuan. 

20. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program 

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 

21. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh 

Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. 

22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Dearah atau masyarakat, 



 
 

yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran 

dan tujuan pembangunan daerah. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP RPJMD 

Pasal 2 
 

(1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai 

landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 

pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan: 

a. visi dan misi, program Walikota dan Wakil Walikota terpilih; dan 

b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program 

pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, 

disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 
 

(2) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD dan 

Renja PD. 
 

(3) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan: 

a. RPJMD periode sebelumnya; 

b. RTRW; dan 

c. RPJMD Kabupaten/Kota sekitar. 

 

BAB III 

SISTEMATIKA RPJMD 

Pasal 3 
 

(1) Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut: 

a. BAB I    : Pendahuluan; 

b. BAB II    : Gambaran Umum Kondisi Daerah; 

c. BAB II    : Gambaran Keuangan Daerah; 

d. BAB IV    : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah; 

e. BAB V    : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 

f. BAB VI    : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan 

     Daerah; 

g. BAB VII   : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program 

     Perangkat Daerah; 

h. BAB VII   : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

i. BAB IX    : Penutup. 

 



 
 

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

Pasal 4 

RPJMD merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik. 

 

BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 5 

 
(1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. 

 

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. kebijakan perencanaan RPJMD; 

b. pelaksanaan RPJMD; dan 

c. hasil RPJMD. 

 

(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 

dan Pengembangan. 
 

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

BAB V 

PERUBAHAN RPJMD 

Pasal 6 

(1) Perubahan RPJMD dilakukan apabila: 

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses 

perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan 

rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan; 

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang 

dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 

c. terjadi perubahan yang mendasar. 
 

(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 
 



 
 

(3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial 

dan/atau perubahan sasaran dan program tetapi tidak mengubah target 

akhir pencapaian sasaran daerah, maka penetapan perubahan tersebut 

ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 7 

(1) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD 

berpedoman pada RPJPD. 
 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 

pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kota Tanjungpinang. 

Ditetapkan di Tanjungpinang 

pada Tanggal 29 Maret 2019 

       WALIKOTA TANJUNGPINANG, 

           

    dto 

 

                 SYAHRUL 

 

 

Diundangkan di Tanjungpinang 

pada tanggal 29 Maret 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 

 
 

 
RIONO 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2019 NOMOR 33 

 

 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG             

PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 1.9/2019 



 
 

PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 

NOMOR    1   TAHUN 2019 
 

TENTANG 

 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH                                   

TAHUN 2018-2023 

 

I. UMUM 

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas 

cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional 

bangsa indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan 

perdamaian abadi serta keadilan sosial. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kewajiban dasar 

untuk menciptakan suatu kehidupan yang sejahtera, baik bersifat materiil 

maupun imateriil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa harus 

mengorbankan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara 

berlebihan dengan harapan tatanan sosial budaya, ekonomi dan 

pemerintahan tetap stabil, kondusif, demokratis, bertanggung jawab dan 

berkeadilan. Prinsip dasar etika dalam mewujudkan keadilan hukum 

sebagaimana terkandung dalam sila-sila Pancasila yang meliputi prinsip-

prinsip nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan yang beradab, serta keadilan 

dalam kehidupan sosial kenegaraan Indonesia. 

Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menjalankan fungsi 

pemerintahan harus mampu mewujudkan agar cita-cita Negara Indonesia 

tersebut dapat terwujud. Dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota 

Tanjungpinang diperlukan sinergitas dengan visi, misi, dan program 

Kepala Daerah yang diwujudkan dalam strategi pembangunan Daerah, 

kebijakan umum, program prioritas yang tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kemajuan pembangunan Kota 

Tanjungpinang perlu didukung dengan pemberian pelayanan bermutu dan 

berkualitas serta mempunyai daya saing tinggi. Di sisi lain diperlukan 

peran serta dunia usaha dan swasta dalam turut serta mewujudkan 

tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 



 
 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan 

tetap mengacu dan memperhatikan tujuan sebagaimana diamanatkan 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dengan adanya Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah diharapkan menghasilkan 

perkembangan pembangunan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat 

khususnya masyarakat Kota Tanjungpinang. Rencana Pembangunan 

Jangka Menengan Daerah ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah. 

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

  Pasal 1 

Cukup jelas 

Pasal 2 

   Cukup jelas 

Pasal 3 

Cukup jelas 

Pasal 4  

Cukup Jelas 

Pasal 5  

Cukup jelas 

Pasal 6  

Cukup Jelas 

Pasal 7  

Cukup Jelas 

Pasal 8  

Cukup Jelas 
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